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Keadaan seperti dj atas men
{ untut suaty pen kaiji idi  eksi i
hak. ulayat, Kejelasan eksistens anat Pengkajian yuridis mengenar eksistens; tanak

. hak y] .
berbagal pihak: pertama, akap memb ayat secara hukum akan bermanfaat bagi
(investor) tanah hak ulayat; kedua, akan

setempat; dan Ketiga, dapat dijadikan
pedoman b . .
kebijakan yang adil, A0 bagl aparat agraria dalam mengambil

gandung duga unsur, yaitu unsur kepunyaan, yang
r tugas—kewenangan untuk mengatur penguasaan
ma, termasuk bidang hukum publik.*

Tanah tongkonan dijadikan studj kasus dalam penelitian inj didasarkan pada beberapa
mbangan. Pertama, tongkonan dalam kehidupan orang Toraja mempunyai makna dan
peranan yang sangat sentral, antara lain sebagai simbol kosmos, sumber norma, serta pada
masa lalu juga berfungsi sebagai pusat lembaga politik dan pembinaan agama suku (alu’ to
dolo)’. Kedua, lembaga tongkonan berikut tanah wilayahnya dalam dekade terakhir inj

sering berbenturan dengan berbagai kepentingan sektor-sektor pembangunan yang
memerlukan tanah,

dan memimpin penggunaan tanah bersa

Berdasarkan Jatar belakang di atas, permasalahan

berikut: Pertama, bagaimana peranan dan fungsi tongkonan bag; masyarakat Toraja? Di
sini dikaji latar belakang sejarah, peranan dan fungsinya dalam proses sosial-reli gi. Kedua,
bagaimana kedudukan tanah tongkonan dalam sistem hukum agraria nasional? Dj sini dikaji
peraturan perundang-undangan yang berlakuy, yang berkaitan dan diduga mempengaruhi
eksistensi tanah tongkonan, seperti hukum pertanahan dan pemerintahan desa, Ketiga,
bagaimana eksistensi tanah tongkonan berdasarkan kriteria yuridis, sebagaimana doktrin
yang dikembangkan oleh Maria S.W. Sumardjono? Di sini dikaji keberadaan masyarakat

penelitian dapat diramuskan sebagai

* Lihat Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia {Sejarah Pembeniukan UUPA, Isi dan

Pelaksanaanya), Jilid 1 Cetakan VI, Jakarta: Djambatan, 1995, him 219-220.

Marrang Paranoa, “Fungsi Tongkonan dalam Kchidupan Keluarga Toraja di Tana Toraja”, Laporan
Penelitiun, Ujungpandang: Lembaga Penclitian Universitas Hasannudin, 1982, him, 45,

Maria 8,W. Sumardjojo mengemukakan bahwa kriteria penentu eksistensi hak ulayat di dasarkan
pada adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara simultan, yakni adanya (1) subjek hak ulayat,
yaitu masyarakat hukum adat yang masih memenuhi karakteristik lertentu; (2) objek hak ulayat, yakni
lanah wilayah merupakan lebensraum mereka; (Madanya kewenangan tertentu dari masyarakat hukum
adat itu untuk mengelola tanah wilayalinya, termasuk menentukan hubungan hukum dan perbuatan
hukum yang herkenaan dengan persediaan, peruntukan, dan pemanfaatan, serta pelestarian tanah
wilayahnya (lihat farian Kompas, 7 April 1995, him, 18)
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para pembnka/pendini desa itn berasnt dari ket yang suma. Contoh persekutnan hukum
soperti ind inlab perserikatnn huta-huta tanah Butak

Persevikatan dari beberapa do
yang terletak berdekatan,
pentingan bersama dalam hidang-

Apakah tnstitusi tongkonan dapat dikategorikan sebagai snatu bentik persckutnan
hnknm? Seandainya merapakan persekutian huknm, dalam Kategori mana tongkonan itu

terpolong? Jawaban terhadap kedua pertanyaan ini akan mengungkapkan statns hukum
institnsi tongkonan dalam kaitannya dengan stibjek buknm hak llln;"lt

Mengacu padaimsue-nnsur dari suatu persekntn

. an hukum sebagaimang digambarkan
Ter Haar, maka kommitas tongkonan dapat dikategor

. Kan sebagai suatu persckutuan hukum,
Pertania, komunitas tongkonan merupakan suatn pergantan hidup secara berkelompok

Ada yang berkelompok berdasarkan garis genealogis dan ady yang berdasarkan teritorial,
bahkan berdasarkan atas kednanya juga dapat dijnmpai datam  komunitas tongkonan,
Tongkonan layuk dan peka-endoran merupakan contoh persekutuan bukum, yang di ;ampin g
genealogis jugn teritorial, Dipandang dari sisi sejarah pembentukannya, kedua jenis
tongkonan ini bercorak genealogis, akan tetapi dari sisi fungsinya scbagai pembuat dan
pelaksana aturan adat, maka keduanya bercorak teritorial,

Kedua, komunitas tongkonan itwbertingkah lakn sebagai snatn kesatuan terhadap dunia
luar. Karakteristik seperti ini tampak pada semma tingkatan tongkonan. Pada tongkonan
layuk dan peka-endoran, karakteristik seperti itu tampak ketika terjadi Perang Kopi
(1889-1890). Perang tersebut sesungguhnya terjadi antara pedagang Bugis Sidenreng-Sawitto
melawan pedagang Bugis Bone-Luwut. Akan tetapi, karena perang itu berlangsung di Tana
Toraja dengan motif persaingan perdagangan komoditas kopi, akhirnya bangsawan-
bangsawan Toraja ikut terlibat. Sebagian bersekutu dengan Bugis Sidenreng-Sawitto dan
sebagian lainnya bersekutu dengan Bugis Bone-Luwu. Pedagang Bugis Sidenreng-Sawitto
bersekutu dengan Siambe’ Pong Tiku yang berkuasa di Pangalta, sedangkan pedagang

Bugis Bone-Luwu bersekutu dengan Siambe’ Pong Maramba’ yang berknasa di Rante
Pao.®

Pada mulanya peperangan selaln dimenangkan oleh pedagang Bngis Sidenreng-
Sawitto, karena mereka lebih dahuln bersekntn dengan pengunsa setempat, schingga
mendapat dukungan luas dari rakyat pengikut Siambe® Pong Tikn. Strategi itn rupanya

"* Lihat L.T Tongdilintin, Lec. Cit, him. 207-210,
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Ketna Perekonomian yang bergelur Pesungan Banne berkedudukun di duerah
pcmcrint;\lum Angin-Angin.

Newa Pcrbcn.dahnman (Perlengkupan) yang hergelur Sandan Uwai berkedudukan di
dnerah pemenntahan Todongkon,

72

Susnnan pemerintahan adat lainnya adalah pemerintahan Lembang Kapuangan Bassc
-akanna di Rano Makale. Pemerintahan adat ini merupakan bagian dari pemerintahan

N
Adat Padang di Puangngi Tallu Lembangna, Adapun susunan pemerintahannya adalah

sebagai benkut:
Tanduk Tata’na Lembang Basse Kakanna yang berfungsi scbagai Perdana Menter

berpusat pada Tongkonan Puang Bulo/Lempangan.
Takia' Bassi Lembang Basse Kakanna yang berfungsi sebagai Badan Pertahanan

1.

2.
berpusat pada Tongkonan Puang Botang.

3. Ampang Banu' Lembang Basse Kakanna yang berfungsi sebagai Badan Peradilan
berpusat pada Tongkonan Puang Pasang Tiromanda.

4 Issong Kalua' Lembang Basse Kakanna yang berfungsi sebagai Pemerintah Dalam

Negeri berpusat pada Tongkonan Puang Tarongko.

Keempat badan dalam pemerintahan Kapuangan Basse Kakanna tersebut yang berpusat

asing-masing, memiliki kedaulatan dalam mengatur daerahnya. Namun

di tongkonan m
awah koordinasi penguasa

demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, mereka tetap beradadib
Puang Basse Kakanna, yaitu Puang Bullu Matua. Keempat badan
aksanaan tugasnya, masing-rnasing dibantu oleh Dewan To Parengng

njalani kehidupannya secara wajar.

tersebut dalam
pel e dan To Bara'.
Keempat, segenap anggota/warga tongkonan me
Kesetiaan anggota tongkonan, bahkan sampai saat ini, dalam menjalankan segenap
kewajibannya yang berkaitan dengan upacara-upacara di tongkonan, merupakan petunjuk
Luat bahwa mereka menjalani kehidupannya secara wajar. Seandainya mereka merasa
tertekan di bawah sistem tongkonan, tentulah kewajiban-kewajiban tersebut sudah

diabaikannya, atau pastilah rumah tongkonan (layuk) sudah hilang tanpa jejak. Akan tetapi,

ternyata semuanya masih dipatuhi, baik oleh mereka yang hidup di Tana Toraja maupun

yang di luar Tana Toraja.

Kelima, tongkonan pun memiliki harta benda, baik yang bersifat material seperti tanah,
maupun yang bersifat immaterial seperti keris pusaka, Harta-harta tersebut menjadi milik
tongkonan di bawah tanggung jawab pemimpin tongkonan. Segenap anggota/warga
tongkonan memiliki hak untuk memanfaatkan harta tongkonan tersebut, tetapi ia tidak
boleh mengalihkannya kepadzi pihak lain, seperti dengan cara menjual atau
menggadaikannya. Harta itu merupakan milik bersama yang tidak dapat diwariskan secara

individual.

29



ERA HUKUM No. 11/ Th 3/ 1997
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 dam Tongkonag Basse Kukunna di Makale lebib teput dikategorik,
laeraly (streek) kareni terdiri dari beberapn dnerah bawakan 'dn
i yang besar (ctap berada di bawnh kekuasnim tungkunnnllf:‘i “ﬁ
n Tongkonan Prung Bilo), sedongknn tongkonin “'":I:
ntegori persekntnan kikim geneulogis yang purental, at

Tongkonan Kesu
schagni persekutuan ¢
meskipan memiliki otonon
i atasnya (Tongkonan Kesi' da

hati a'rird, jehil dekat dengan k
Persckitan hikam fongkona (erscbi di atns sndab imengalami perhanan-perahah
t :(n'

Ada yang sanid cekali telahi kehilangan cksixicnsinys, dan ada puli yang mengalam;
perubnhan scear (erbatas, Umumnys tongkouan tingkat liyuk dun peka-indorin, lcrlllilm:l
yang dahuli menjnlnnkan fungsi pemerintihan adat, kini mengalami kehilangan
cksistensinyn. sedangkmi fongkonin ingkat bttt a*riri hanya mengaliami peruhaban secara

terbatas.
Tongkonan laynk yang dghula berlungsi sebagai lembaga pemerintahan, sejak

diberlakukannya berbngai peraturan ienting pemerintihin dacrah dan desa, telah mengalami
pcmbahnn-pcrubahnn, schingga akhirnya sama sekali kehilangan cksistensinya, terakhir
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahin Desa, yang mengganti
seluruh sistem pcmerintahan tradisional dengan format kelembagaan yang lain, Bahkan
bentuk pemerintahan desa yang bernama kelurahan, sama sekali mengabaikan tradisi-tradisi

pemerintahan desa yang efektif selama ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, organisasi pemerintahan yang
resmi di tingkat paling bawah disebut Desa dan Kelurahan., Dalam undang-undang ini
“Desa” didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagm:
kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi pemerintahan tgrendah langsung di bawah Camat, dan berhak menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan
“Kelurahan” didefinisikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Cama, yang tidak
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Pasal 1),

Sebenamya, intervens kelembagaan formal semacam Desa itu sudah terjadi sejak
rSaza sebelum kemerdekaan. Akan tetapi, hingga menjelang diberlakukannya Undang-
ndang No'mor 5Tahun 1979, institusi-institusi tradisional yang berfungsi sebagai lembaga '
politik masih banyak yang efektif."”

i . .
Lihat Unang Sunardijo, Tinj )
Tarsilo, '198%‘. hh::,r ;g Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung:
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Seperti e dikenmkukun (I atus, balwa setiap tongkonan mempunya; tnah gt
' ' *hitga

Kekavaannya. Tongkanan n yik yung menjudl prsat duri pemerintulan adat pay Mgy |

mem.iliki anal yang s sohngui wilayuhnyu. Butas-butusnyu, meskipnn tidak dibe, tu: ll.‘
vanyg klmsns, snugit jelas dan diakni, buik oleh musynrnkat tongkonan itu sendir | n"“pn‘;d
v Al e 1 ('t n

oleh tongKonin (Inynk) tetangganyt.

Cara menentnkan batas-batas wilayah tongkonun (luyuk) hervariasi, Ay yan
ditetapkan dengnn berpedonan pada 'mitnlug.i lc'rlcnfu: schingga batas-batasnyy kud:mgif
kadang secara gcopolitik kurang logis, tetapi diyakimi huh'wu itn adalah ketentuan dar;
langit. Misninya terdnpnt wilnyah tongkonin ying letaknya di scherang wilayah ton gkonan
lain. Adajnga wilayah tongkonan ditentukan berdasarkan perilaku binatang, seperti sejayl
mann kerban kepimynan ton gkonan mencari makan di hutan, maka scjuuh itulah pygy

wilaynh tongkonun tersebut.
Adapun mengenai batas-bntns tanah tongkonan tingkat batu a‘riri, lazimnya ti dakjaup
dari bongunan tongkonan. Batas-batnsnya pun biasanya diberi tanda yang jelas beruga

pagar ntau pematang.

Terutama tanab/wilayah tongkonar (layuk) keberadaanya pun sudah tergantikan oleh
wilayah desa scbagai konsekuensi dari pengambilalihan fungsi pemerintahan. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan,
Penyatuan dan Penghapusan Desa, setiap desa ketika dibentuk berdasarkan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I harus menyebutkan luas wilayah, Dengan perkataan
lain, dalam setiap pembentukan desa, batas-batas wilayahnya sudah jelas. Bahkan, dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan
Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, Desa dibolehkan mempunyai tanah-

tanah Kas Desa.

Kenyataannya dewasa ini di Tana Toraja, tidak satu pun lagi tongkonan (layuk) yang
menguasai suatu tanah yang luas, sehingga dapal dikategorikan sebagai suatu wilayah.
Seluruh wilayah Tana Toraja sudah terbagi menurut administrasi pemerintahan menjadi
wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan. Kalaupun tongkonan-tongkonan memiliki tanah,
statusnya bukan lagi sebagai wilayah dalam pengertian administrasi pemerintahan,
melainkan hanya kepunyaan bersama dari seluruh anggota tongkonan.

Tanah-tanah tongkonan tersebut saat ini juga menimbulkan persoalan hukum berkaitan
dengan pendaftaran haknya. Aparat Badan Pertanahan mengalami kesulitan untuk
mengklasifikasikan hak apa yang seharusnya diberikan kepada tongkonan agar tetap
terakomodasi kepentingannya sekaligus tidak melanggar ketentuan hukum pertanahan yang
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perlaku. Menurut ketentuan hukum pertanahan, yang dapat diberikan hak atas tanah terbatas
kepada perorangan (WNI), badan hukum, bank-

bank negara, serta lcmbaga-lembaga sosial
dan keagamanan.'®

Institusi tongkonan dalain konteks kebadanan hukum belum jclas statusnya. Dalam
kenyataannya tidak satu pun tongkonan, misalnya, dibentuk menjadi yayasan (sosial atau
keagamaan). Konsekuensinya, tanah tongkonan meskipun dalam kenyataannya diakui

sebagai kepunyaan tongkonan, tetapi secara yuridis sesungguhnya belum pasti. Oleh karena
itulah, hingga saat ini tanah-tanah tongkonan belum ada yang didaftarkan.

Di sinilah letak dilematisnya tanah tongkonan manakala dihadapkan dengan persoalan
pengadaan tanah untuk keperluan pemberian Hak Guna Usaha. Secara empiris semua or-
ang meyakini bahwa tanah itu milik tongkonan dan karena itu ganti ruginyapun harus
sebesar ganti rugi hak milik. Akan tetapi jika hal itu yang ditempuh, maka akan memberatkan
bagi calon penerima Hak Guna Usaha (investor), karena selain ia harus membayar ganti
rugi hak milik, juga masih akan dibebani uang pemasukan untuk negara. Kewajiban

membayar uang pemasukan kepada negara masih harus ditunaikan karena secara yuridis
status tanah tongkonan masih merupakan tanah negara.”®

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada tanah tongkonan, maka solusinya
antara lain tongkonan-tongkonan itu dibentuk menjadi yayasan (sosial atau keagamaan).
Sesudah institusi tongkonan tersebut menjadi yayasan, maka diusulkan kepada Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan terlebih dahulu meminta
rekomendasi dari Menteri Agama (bagi yayasan keagamaan) atau Menteri Sosial (bagi

yayasan sosial), agar yayasan tongkonan tersebut diperbolehkan mempunyai hak milik
atas tanah.

Solusi lainnya berupa pendaftaran tanah tongkonan sebagai milik bersama beberapa
orang. Namun demikian, solusi ini akan menghadapi suatu hambatan ketika tiba pada
persoalan mengenai nama siapa saja yang didaftar sebagai pemilik secara bersama atas
tanah tongkonan, mengingat anggota setiap tongkonan jumlahnya relatif besar dan bertempat

Dalam ketentuan Pasal | Peraturan Pemnerintah Nowor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-
badan Hukwun yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah, disebutkan bahwa badan hukum yang
dapat mempunyai hak milik atas tanah (secara terbatas) inlah bank-bank pemerintah, perkumpulan
koperasi pertanian, badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial.

Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ! Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan

Uang Pemasukan, Uang Wajib Tuhunan dan Binya Administrasi yang Bersangkutan dengan
Pemberian Hak-hak atas Tanah Negarn.
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